
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  82 TAHUN 2016 

TENTANG 

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  

PENGEMBANGAN KOTA BESAR DAN MENENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa kawasan perkotaan yang tumbuh cukup pesat dan 
mengalami kemajuan ekonomi telah membawa 

permasalahan sehingga perlu dikelola perkembangannya dan 
dikendalikan secara serasi dalam satu kesatuan 
pengembangan perkotaan; 

b. bahwa kawasan perkotaan sebagai tempat terkonsentrasinya 
penduduk dengan segala kegiatannya perlu ditingkatkan 

penyelenggaraan pembangunannya khususnya dalam 
pengembangan perkotaan dan Infrastruktur, aspek 

perencanaan lingkungan, pemenuhan kebutuhan prasarana 
dan sarana serta permukiman yang memadai untuk 
mendukung aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat 

secara luas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Banjar; 

   
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4746); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052); 

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5068); 

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5214); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3696); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan 
Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 

Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Nomor 4242); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4385); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4624); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4655); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4859); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk 
dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5160); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5185); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5230);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia I Nomor 5347); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang 
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5615); 

26. Peraturan Menteri Perumahan Nomor : 34/PERMEN/2006 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan 
Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan; 

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 
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29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2008 
tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang 
Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan; 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRP/M/2008 
tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 

Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi dengan 
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup; 

31. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/ 11/ 
PERMEN/ 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan 
Perumahan dan Permukiman; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 
tentang  Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di 

Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana,  

Perumahan  dan Permukiman  di Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 
tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 544); 

36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib 

Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(Amdal); 

37. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Dengan Hunian Berimbang; 

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 
01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

39. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 
tentang Pedoman Teknis Pengembangan Perumahan 
Sederhana Tidak Bersusun; 

40. Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  4  Tahun  
2000 tentang Panduan Penyusunan Amdal Kegiatan 

Pembangunan Permukiman Terpadu; 

41. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Jenis Rencana dan atau Kegiatan yang Wajib 

Dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 

tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan; 
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43. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 
tentang urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembar Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 1); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 4); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 
Tahun 2013-2032 (Lembar Daerah Kabupaten Banjar Tahun 

2013 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Banjar 
Nomor 3); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BESAR DAN 
MENENGAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjar. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur 

pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang 

tertentu di Daerah. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. 

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 
yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. 
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9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks 
pembangunan manusia. 

10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu 
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 

11. Kota besar adalah kota dengan jumlah penduduk antara 500.000 sampai 1 

juta orang. 

12. Kota menengah (sedang) adalah kota dengan jumlah penduduk antara 

100.000 sampai 500.000 orang. 

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut 
RTRW Kabupaten Banjar adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari 

wilayah Kabupaten Banjar yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, rencana 
struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

14. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL 
adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang  

dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan 
dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan 
dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, 

ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan 
pengembangan lingkungan/kawasan. 

15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem 
pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan. 

16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap 

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif dan/atau aspek fungsional. 

17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya. 

18. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang beradapada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaantanah 
dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalankabel. 

19. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah 

tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, 
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang 
pertanian. 

21. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lainnya.   

22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan 

keseimbangan antar keduanya. 

23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 
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24. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

25. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah 

kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan 
kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional 
yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang 

terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-
kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 

26. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas 

baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area 
memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang 

pada dasarnya tanpa bangunan. 

27. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area 
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat 

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam. 

28. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan 
hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan 
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak 

penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/kegiatan. 

29. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD 

adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di 

Kabupaten Banjar dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam 
koordinasi penataan ruang di daerah. 

30. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana dan utilitas. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN,  

Bagian Kesatu 

Pasal 2 

(1) Maksud dari Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan dalam pengembangan kota besar dan menengah.  

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk : 

a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah terkait dengan pengembangan wilayah dan Infrastruktur, 
pengelolaan lingkungan perkotaan, pemenuhan kebutuhan prasarana dan 

sarana serta permukiman; 

b. meningkatkan pemerintahan yang efektif, sinergis dan mampu menjawab 

tuntutan perubahan secara efektif; dan 

c. mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas 
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan 

perkotaan. 
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Bagian Kedua 
Asas 

Pasal 3 

Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Besar dan 
Menengah dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan 

asas: 

a. hemat,  tidak  berlebihan,  efektif  dan  efisien,  serta   sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan; 

b. terarah dan terkendali sesuai rencana, program/satuan kerja, serta   fungsi   
pengawasan; 

c. kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian/keselarasan 

infrastruktur pengawasan dengan lingkungannya; 

d. tersinergi antar instansi teknis terkait; 

e. dapat dipertanggungjawabkan (accountable); 

f. standarisasi layanan; 

g. transparansi dan akomodatif terhadap usulan; dan 

h. perlakuan yang sama dan adil. 
 

BAB III 
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN 

PENGEMBANGAN KOTA BESAR DAN MENENGAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 

Penyelenggaraan Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota 
Besar dan Menengah yaitu : 

a. perencanaan; 

b. monitoring dan evaluasi; dan  

c. pelaporan.  

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Program Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kota 

Besar Dan Menengah 

Pasal 5 

(1) Penyelenggaraan Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan 

Kota Besar dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan 
penyelenggaraan kegiatan, sinkronisasidankoordinasi bidang perkotaan, 

infrastruktur dan basis data serta penyiapan sumber daya manusia.  

(2) Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Besar dan 
Menengah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan; 

b. koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan; 

c. koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial; 
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d. koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; 

e. koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri; 

f. koordinasi perencanaanpenanganan pusat-pusat pendidikan; 

g. koordinasi perencanaan penanganan perumahan; 

h. koordinasi perencanaan penanganan perparkiran; 

i. koordinasi perencanaan air  minum, drainase dan sanitasi perkotaan; 

j. koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan; 
dan 

k. monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 6 

Setiap Perangkat Daerah Teknis yang akan melakukan koordinasi program 

perencanaan pembangunan dan pengembangan kota besar dan menengah 
bidang infrastruktur  wajib melakukan ketentuan sesuai dengan pedoman teknis 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Bagian Ketiga 

Pembangunan Kota Besar dan Menengah 

Pasal 7 

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Perencanaan 

Pembangunan dan Pengembangan Kota Besar dan Menengah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pengumpulan data dan 
pengukuran kemajuan serta secara sistematis menginvestigasi 

efektifitasprogram perencanaan pembangunan dan pengembangan kota 
besar dan menengah  yang telah dilaksanakan. 

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan. 

(3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berkaitan dengan tujuan Program Perencanaan Pembangunan dan 
Pengembangan Kota Besar dan Menengah. 

 
BAB IV 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 8 

(1) Guna menyiapkan sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) dapat merekrut tenaga kontrak sesuai dengan 
keperluan penyelenggaraan Program Perencanaan Pembangunan dan 
Pengembangan Kota Besar dan Menengah. 

(2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dengan 

besaran upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan. 

(3) Hak dan kewajiban tenaga kontrak mengacu pada Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku. 

 
 



10 

10 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/  http://jdih.banjarkab.go.id/ 

 

BAB V 
PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

 
       Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 26 Desember 2016  

       
     BUPATI BANJAR, 

 
 

      Ttd 

 
H. KHALILURRAHMAN 

 
Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 26 Desember 2016  

      
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

 
Ttd 

 
                 H. NASRUN SYAH 
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